


Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang; 

  4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Tahun 2015 – Tahun 2019; 

  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 

tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 

  8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 

tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas 

pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2021 

Nomor DIPA-115.01.2.686328/2021 tanggal 23 November 

2020; 

  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. 

 

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 

tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota, tanggal 26 Maret 2020. 

 

 












